SALINAN

BUPATI PUR
PROVINSI JAWA TENGAH

FERATLIRAN BUPATI FUEWOREJIO
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTURAN, KEDLUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS],
TUGAS DN FUNGS], SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TERNIS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDILIDUK,
KELUARGA BERENCANA, FEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNCGAN ANAK KECAMATAN

PADA DINAS SOSAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARCGA
HERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
FERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWOREIO

DEMGAN RAHMAT TUHAN YARG MAHA ESA
BUPATI PURWOREIQ,

Menimbang @ & heahwa untuk melaksanakan ketenfoan Pasal 7
Peraturan [wmerah Babupaten Purworefo Nomor 14
Tahun 2016 lentang Pembentulan dan Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten Purworejo  telah
ditetapkan Peraturan Bupatl Purworejo Nomor 99
Tahun 2016 tentang Pembenfukan, Eedudukan,
Susunan Organisasi, Tuges dan Fungsl serta Tata
kerja Unil  Pelaksana Tebmis  Administrasi
Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengemndalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan pada
Dinas  Administrasi  Kependudukan, Pencatatan
Sipil, Pengendalian  Pemduduk dan  Keluarga
Berencans Kabupaten Pursoreio;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Puraareie Nomor 1 Tahun 2017 ftentang
Perubaham  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Purwareje  Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejs, maka Peraturan Bopat
Purworeier sebagrimana dimaksud pada huruf a
perly  ditinjag xembali dan  disesuaikan dengan
menctapkan Peraturan yang baru;



Mengingat

hahwa herdasarkan pertimbangan  sebagaimana
chrmakswd pada horul & dan huraf b, perlo
menetapkin Peratumn Bupati Pureorejn  ieniang
Pembentdkan, Kedudulkan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsl, serta Tata Kerja Unilt Pelaksana
Teknis Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana,  Pemberdaysan  Perempuan dan
Perlindungat Anak Kecaomatan pada Dinas Sosial,
Pengendalian  Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
kabupaten Porvorejo;

Fasal 18 ayat (6] Undiang-Undang Dasar Negam
Republik Indonesla Tahun 1945;

Undang-Undang NMomor 13 Tahun 1950 wntang
Pernbentukan  Dasrah-daerah  Kabupaten Dakam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang

Pernerintahan Daerah [Lembasan Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik Indonesia Momaor 35687},
sebagaimann telnh diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 9@ Tahun 2015
tentang Perubahan Kedwua Atas Undang-Undang
Momor 23 Tahun 214 tentang Pemerintaban
Naereh  [Lembaran  Negars  Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomnor S670);

Peraturan Pemerintah Momor B Tahun 2006

-1-:n1a.ng Perangkat [Daerah (Lembaran Negara

Fepublik  lndeonesin Tabun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negam Bepublik Indonésia
Nagror SHET);

. Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Peranpgkat Dacmh Kabupaten Puragrrio (Lembaran
Deergh Kabupaten Purworeie Tehun 2006 Mamor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purworefs Nomor [4], sebagaimans telah diubah
cdengan  Peraturan  Deerah Rebupaten  Purworejo
Momor | Tshun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Peratgran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 14 Tabhun 3016 tentang Pembentuban dan
Susunan Perangkai Deergh Kabupaten Purworegjo
(Lembaran Daerah  Kabupaten Purwoersio Tahun
2007 Homor [, Tambsthian Lembaran Diserah
habupaten Pursarsn Nomor 1)



MEMUTUSKAN:

Menetapikan @ PERATURAN  BUPATI TENTANG PEMBENTUEAN,

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGS]!, SERTA TATA KERJA UNKIT PELAKSANA
TERNIS  SO0S5IAL,  PENGENDALIAN PENDU DR,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
FPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAR ANAK KECAMATAN
PADA DINAS SOEIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK.

KELUARGA HBERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
FURWORE.

BaAB I

RETENTUAN UMLUM

Pasal |

Dalarm Peraturan Bupati mi, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Dacrah adalah Kabupaten Purwore)o.

Pemerintah  [Daerah  sddalah kepala  daerah  sebagal  unsur
penyelenggars pemeriniahan dasrah yang memimpin pelaksanaan
urusan permerintahan yang menjEcli kewenangan daemh otonom.
Bupati adalal Bupatl Purwereo.

Dinas  Soséal, Penpgendalian  Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, yang
selanjutnyn  disebut DINSOSDUKKBPPPA, ndalah [Mnas Sosial,
Pengendalian  Pendudukx, Keluarga DBerencana, Pemberdavaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworeo.

. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, VAR
selanjutnya disebut Kepala DINSOSDURKKBPPPA, adalah [Minas
Sosial, Pengendalian Penrdiddulk, Keluargn Berendaana,
Femberdavaan Perempuean dan Perbindungan Anak Eabupaten
Furwore|o,

Unit Pelak=sana Teknis Bosial, Pengendalian Penduduk, Keluargs
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kecamatan, yang selanfutnya disebui UPT  SOSDUKKBPPPA
Kecamatan, adalah unsur pelaksana tugss teknds pada Dinas vang
melaksanakan kegiatan teknis operasional denfatau  keglatan
teknis penunjang i bideng  sosial, pengendalian  penduduks,
keluangn Berencana, pemberdayion perempidan dan perlindungan
anak.



7. HKepala Unit Pelaksana Teknis Sesial, Pengendalian Penduodok,
Keluarga Berencana, Pemberdiyian Perempurn dan Perlindungan
Anak Kecamatan, yang selanjuinya disetat UPFT SO0SDUKKAPPPA
Kecamatan, adalah Kepala unit Kerja pada DINSOSDUKKBPFFRA
vang melaksanakan keglatan teknts operasional dan/atau kegiatan
teknis penunigng di  bidang sosial, pengendalinn - penduduk,
keluargn berencana, pemberdiyaan perempuan dan perlindoangan
anak.

B. Jabatan Fungsional Pegawal Negerl Sipil, vang selanjutnyva disebus
Jabatan Fungsional, adalah kedudukan vang menunjukkan, tugas,
tanggung fawab, wewenang dan hak seerang Pegawai Neger Sigdl
dalam  suatu  ogenisas yvang  dalam pelksanasn tugpsaom
didasarkan pada keablian dan/atau ketrampilan  lertenll  serla
bersilar mandird.

Bag 11
PEMBENTUEAN
Fasal 2

Dengan  Peraturan  Bupati i dibentuk  UPT  SOSDURRBPPPA
hecamatan,

HAB [
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSL

Pasal 3

(I] UPT SOSDUKKBPFPA Kecamatan berkedudukan di bawah dan
bemanggung f[awab Kepada Kepaka DINSOSDUKKBFPPA,

(2] UPT SOSDUKEBPPPA Kecamatan sebagsimans dimaksod peda ayat
(1] dipimapin oleh Kepala UPT SOSDUKKAPPPA khecamatan.

Paszal 4

UPT SOSDURKERPPPA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan
keginbian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada
DINSOEDUKKBPPPA dl bidang sosial.  pengendatlan  penduduk,
keluarga berencans, pemberdayvean perempuan  dan  perlindungesn
anak.



7. HKepala Unit Pelaksana Teknis Sesial, Pengendalian Penduodok,
Keluarga Berencana, Pemberdiyian Perempurn dan Perlindungan
Anak Kecamatan, yang selanjuinya disetat UPFT SO0SDUKKAPPPA
Kecamatan, adalah Kepala unit Kerja pada DINSOSDUKKBPFFRA
vang melaksanakan keglatan teknts operasional dan/atau kegiatan
teknis penunigng di  bidang sosial, pengendalinn - penduduk,
keluargn berencana, pemberdiyaan perempuan dan perlindoangan
anak.

B. Jabatan Fungsional Pegawal Negerl Sipil, vang selanjutnyva disebus
Jabatan Fungsional, adalah kedudukan vang menunjukkan, tugas,
tanggung fawab, wewenang dan hak seerang Pegawai Neger Sigdl
dalam  suatu  ogenisas yvang  dalam pelksanasn tugpsaom
didasarkan pada keablian dan/atau ketrampilan  lertenll  serla
bersilar mandird.

Bag 11
PEMBENTUEAN
Fasal 2

Dengan  Peraturan  Bupati i dibentuk  UPT  SOSDURRBPPPA
hecamatan,

HAB [
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSL

Pasal 3

(I] UPT SOSDUKKBPFPA Kecamatan berkedudukan di bawah dan
bemanggung f[awab Kepada Kepaka DINSOSDUKKBFPPA,

(2] UPT SOSDUKEBPPPA Kecamatan sebagsimans dimaksod peda ayat
(1] dipimapin oleh Kepala UPT SOSDUKKAPPPA khecamatan.

Paszal 4

UPT SOSDURKERPPPA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan
keginbian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada
DINSOEDUKKBPPPA dl bidang sosial.  pengendatlan  penduduk,
keluarga berencans, pemberdayvean perempuan  dan  perlindungesn
anak.



Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyal fugas:

A, melaksanakan urusan perencanaan, eviluas pelaporan;

k. melaksanakan administragi KEUAngan;

¢, melaksanakan administrasi kepegawalan;

d, melaksanakan urusan rumah tangga;

e, melaksanakan urusan tata usahi;

[ melaporkan pelaksannan fgas,

g melaksanakan tugss kedinasan lain vang diberikan oleh Kepala
LUFT SDEDUKKBPPPA kecamatan

HaB V]
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesual  dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan Ketentuan peraturan
perunideng-undangan.

Pasal 10

|1) Kelompok Jabatan Fungsiomsl terdii dari  sejumbah  tenaga

fungsional vang terbagi dalam berbagal kelompok sesusi dengan
bidang keahliannya.

(¥ Kelsmpok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (1
diplmpin oleh seorang Tenaga Fungssonal Senlor scbagal ketus dan
berangpungiawab  kepada Kepala UPT  SOSDLUEKBEPPPA
RKecamatan,

i3] Jumlah Jabatan Fungsional sebagoimana dimaksud pada avat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

{4} Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimiana dimaksod pada
ayat (1], diatur sesnal ketentuan peraturn perundang-undangan.

|5} Pembinaan terhadap Pejabat Fungsdonal schagaimans dimaksud
pada ayai (1], didakukan sesual ketentuan peraturan perumsdang-
undangan.



BAE VI
TATA KER.IA
Pesal 11

Kepila UPT SOSDUKKBFPPA Kecamatan, Kepala Subbagian Tats
Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fuagsional datam melaksanakan
tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupat!,

Fasd 12

Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamaian, Kepala Subbagian Tata
Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan
tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliput
perencansan, pengorgenisasion, pelaksanaan, monitoring, evaluas dan
pelaporan sesuai dengan bidang (ugasnya MESINE-Masing.

Pasal 13

(1] Dalarn  melaksanakan tugas, Kepala UPT SOSDUEKKBPPPA
Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib meneragpkan
prinsip koondinast, (ntegrasi dan sinkronisast baik dalam Lingkup
UPT SOSDUKKBPPFA Kecamatan yang bersanghulan maupuan
anlar satuan organisasi sesuni dengan tugas masing-masing.

(2] Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrass dan
sinkronisasi sebagaimans  dimaksud ayat (1], penyelenggaraan
tugas UPT SOSDUKKHPPPA Kecamatan yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi Camat, harus dikeordinssikan dengan Camat
setempat.

Pasual 14

(1] Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamalan dan Kepala Subbagian
Tata  Usaha  beranggung  jawab  dalsm e pin,
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan secla petunjuk-
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawehan masing-masing.

12) Kepala UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan dan Kepala Subbagian
Tata Usaha wajib mengikutl dan mematuhl peiunjuk-petunjuk dan
bertanggung  jawab  peda  AfRsAn masing-masing  8eMa
menyikmpaikan Aporan epat wakiu,

(3] [xalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(21, Kepala UPT BOSDUKKBPFPA Kecamatan dan Kepala Subbagian
Tata Usaha dapat menvampalkan tembusan laporan kepada satuan
organisast lain vang secara fungsional mempusyai hubungan kerja.



[4] Setiap laporan vang diterima oleh Kepala UPT SOSDUREBPFPA
Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib
dinlah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih fanjur
dan  dijedikan bahan uwnluk memberlkan  petunjuk  kepada
hawshan,

Fasal 15

kepala Bubbagian Tata Usaha dan Ketuws Kelompok Jabatan Fungsional
menyampaikan  laporen kepada  Kepala UPT  S0SDUKKBPPRA
Kecarnatan, dan berdasarkan Eposin tersehut Kepala E.ul:lhagian Tara
Lzgaha menyusun laporan berkala Kepala UPT SOSDUKEBPEPA
Kecamistisn kepada Kepala DINSOSDUKKBFPPA.

BAR VI

KEPEGAWAIAN
Pasal 16

Jenpang jahatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur
sesuial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala UPT SOSDUEEHFFPPA Kecamatan, Kepala Subbagian Tats
Usaha dan Ketun Kelompok Jabatan Fungsional disngkat dan
diberhentikan obeh prjabat yvang berwenang sesuqni ketentuan peraturan
perundang-undangan,

HBAR X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupath inl mubkhi berlaka, Peraturmn Bupati
Purworejo Nomor 99 Tabun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keria Unit Pelaksana
Teknbs Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian
Penduduk  dan  Reluarga  Berencana  Kecamatan p:a_d_:a_ Mnas
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Pendudak
dan Eeluargn Berencanas  Kabupaten Purworejo (Berlta Dacrah
Babupsten Purworgjo Tahun 20016 Nemor 99), dicabat dan dinyaiakan
tdak berlaku,



Pasal 19

Peraturan Bupati nl mulal berlaku pada tanggal divndangian,

Agar setiep orang mengetahuinyn, memerintahkan  penpundangan
Peraturan Bupati inl dengan pemempatannya dalam Berita Diserih

kabupaten Purworejo.
Ditetapkan di Purwarejo
pada tangeal 20 Seplember 2017
BUPATI PURWOREJO,

trcd

AGUS BASTIAN
Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 0 Saptamber 20717
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
ttcd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR g5 SER]l o NOMOR 4



LAMPRAN
PERATURAN BUPAT] PURWOREJO

MOMOR ~ “TAHUM .-’.{-I,-

TENTANG

PEMBERTURKAN, KEDUDURKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNMNIE S0S1AL, PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
FEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KECAMATAN PADA INAS S0SIAL,
PEMGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA DERENCANA,
FEMBERDAYAAN FEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABLPATEN PURWOREID,

BAGAN ORGANISAS]
UPT SOSDUKKBPFPA KECAMATAN

KEPALA
LIFT SOSDUKKEPPPA
RECAMATAN
' :'-_aLIHBA:JLAﬂ
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL | TATA LISAHA
PELAKSANA

BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN



